PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGING!

NOMOR 3% TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2012
TENTANG BELANIA BENCANA ALAM DAN GANGGUAN LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2012 DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUANTAN SINGINGI,

i
-

N— Menimbang bahwa dalam rangka memfungsikan kembali Insfrastruktur terkena
dampak Bencana Alam dan menjaga keamanan, keselamatan dan
kelancaran perekonomian masyarakat di daerah terkena bencana,
dipandang periu dilakukan Penanganan Darurat oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Kuantan Singingi;

o

b. bahwa dana penunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Bencana Alam
dan Gangguan Lainnya di Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana
tertuang dalam mata anggaran belanja tidak terduga Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun
Anggaran 2012;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, periu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 36 Tahun 2012 tentang Belanja Bencana Alam dan Gangguan
Lainnya Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Kuantan Singingi;

—
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Tahun 1999 tentang
pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-ljndang Nomor 34 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4880);



10.

11,

12.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan™lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomar 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
sebagaimana telah dilakukan beberapa kall perubahan, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelanggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomaor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);



1.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi,
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 serta perubahan pertama
Nomor 35 Tahun 2011 dan Perubahan Kedua Nomor 70 Tahun 2012
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta perubahannya Nomor 59
Tahun 2007 terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131. 14-405 Tanggal 31 Mei
Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan
Bupati Kuantan Singingi Propinsi Riau;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan
Singingi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kuantan Singingi Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2013
tanggal 4 Februari 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2013(Lembaran
Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013 Nomor 2;

Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2012 tangggal 21 November 2012
tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun
2013 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012 Nomor
35);

Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tanggal 4 Februari 2012 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten
Kuantan Singingi Tahun 2013 Nomor 3);

MEMPERHATIKAN :

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pekerjaan Pembuatan Tanggul Darurat Bendung Irigasi
Pangkalan Indarung Nomor : 01.I/SPMK/PPK-PBAGL/SPAJK/XH/ZOIZ Tanggal 26

Desember 2012.

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pekerjaan Penanganan Kerusakan Tanggul Bendungan

Desember 2012.

. Daerah Irigasi (DI) Pangean Nomor : 01.3/SPMK/PPK-PBAGL/SPAJK/XII/2012 Tanggal 26



MEMUTU KAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2012

(1)

2

(1

(2)

TENTANG BELANJA BENCANA ALAM DAN GANGGUAN LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2012 DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

Pasal 1

Belanja Bencana Alam dan Gangguan Lainnya Tahun Anggaran 2013 di Kabupaten
Kuantan Singingi ditujukan untuk mendukung kelancaran kegiatan dalam rangka
menunjang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran perekonomian
masyarakat yang terkena dampak bencana alam.

Belanja Bencana Alam dan Gangguan Lainnya diberikan untuk bantuan biaya honorarium
tim, dan belanja modal pekerjaan kegiatan bencana alam.

Pasal 2
Anggaran Belanja Bencana Alam dan Gangguan Lainnya sebesar Rp. 566.673.000 ( Lima
Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Anggaran Belanja Bencana Alam dan Gangguan Lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan
Singingi Tahun Anggaran 2013 dengan Mata Anggaran Belanja Tidak Terduga.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

D!tetapkan d; Teluk Kuantan

Diundangkan di Teluk Kuantan

23 Desembper 2012 ,
AERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

A‘ BA!RAI‘I KABUPATEN KUANTAN SINGING! TAHUN 2012 NOMOR : 327



